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BPK Soroti Keuangan PAM Jaya Tahun 2022

¢ Beberapa Catatan Jadi Perhatian

JAKARTA (Poskota) -
Audit keuangan Peru-
sahaan Umum Daerah
Air Minum Jaya (PAM
Jaya) Tahun 2022 men-
jadi yang disorot dalam
temuan Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) RI.
Pasalnya, di Badan Usa-
ha Milik Daerah (BUMD)
tersebut, ditemukan be-
berapa kejanggalan.
Anggota V BPK
RI, Ahmadi Noor Supit
mengatakan, pemerik-
saan Laporan Keuan-
gan Badan Usaha Mi-
lik Daerah (LK BUMD)
dalam rangka memberi-
kan pendapat atau opini
atas kewajaran informa-
si keuangan yang disaji-
kan BUMD dalam lapo-
ran keuangannya.
Dan berdasarkan
hasil pemeriksaan pi-
haknya, BPK memberi-
kan opini Tidak Mem-

berikan Pendapat atau
Disclaimer atas Laporan
Keuangan PAM Jaya Ta-
hun Buku 2022. Opini
tersebut diberikan den-
gan pertimbangan yang
menjadi alasannya.

"Pertimbangan per-
tama mengenai aset
tetap PAM Jaya sam-
pai dengan tahun 1986
pada masa setelah re-
valuasi dan aset tetap
bangunan dan instala-
si yang diperoleh pada
Tahun 1997 dicatat se-
cara gabungan tanpa
didukung rincian aset,
proses kapitalisasi dan
pencatatan aset tetap
kurang memadai," kata
Ahmadi.

"Dan aset tetap yang
diperoleh mitra melalui
beban imbalan untuk
menghasilkan pendapa-
tan tidak disajikan mau-
pun diungkapkan," tam-

bah Ahmadi saat me-
nyampaikan laporan ha-
sil pemeriksaan BPK ter-
hadap laporan keuan-
gan pemerintah daerah
(LKPD) Provinsi DKI Ja-
karta Tahun Anggaran
2022 di ruang rapat pari-
purna DPRD DKI Jakar-
ta, Senin (29/5).
Dikatakan Ahmadi,
dalam temuan itu men-
gakibatkan saldo aset
tetap Pam Jaya seni-
lai Rp867,23 miliar ti-
dak dapat diyakini ke-
wajarannya. Selain itu,
aset tetap yang disajikan
dan diungkapkan belum
menggambarkan selu-
ruh aset tetap yang di-
gunakan untuk meng-
hasilkan pendapatan.
"BPK juga menyor-
oti pengelolaan perse-
diaan tidak produktif ti-
dak didukung dengan
catatan dan tempat pe-

nyimpanan yang me-
madai serta tidak per-
nah dilakukan stok op-
name sehingga saldo
persediaan aset ti-
dak produktif senilai
Rp30,42 miliar tidak
dapat diyakini kewa-
jarannya," ujar Ahmadi.

Selanjutnya, sam-
bung Ahmadi, BPK me-
nyoroti pencatatan tran-
saksi hasil kerja sama
antara PAM Jaya den-
gan mitra pada Reken-
ing Escrow tidak me-
madai sehingga saldo
Rekening Escrow per
31 Desember 2022 se-
nilai Rp790,58 miliar
tidak disajikan dalam
Laporan Posisi Keuan-
gan.

"Saldo dana seni-
lai Rp48,42 miliar be-
lum jelas hak dan kew-
ajibannya, serta potensi
kurang saji atas arus kas

aktivitas operasi pada
laporan arus kas," tam-
bahnya.

Ahmadi melanjut-
kan, dari hasil audit, pi-
haknya juga menemu-
kan pencatatan utang
uang jaminan langgan-
an (UJL) tidak didukung
dengan daftar rincian
yang lengkap dan aku-
rat. Hal itu pun mengaki-
batkan saldo Utang UJL
sebesar Rp53,32 miliar
tidak dapat diyakini ke-
wajarannya.

Kendati mendapat
banyak catatan, keuan-
gan Pemprov DKI Ta-
hun 2022 masih diberi-
kan predikat Wajar Tan-
pa Pengecualian (WTP)
oleh BPK RI. Dan sta-
tus WTP ini adalah kali
keenam beruntun yang
diraih Pemprov DKI Ja-
karta sejak tahun 2017.
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